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MOTTO

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah)
memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan.
Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”
(Terjemahan Surat Al-A’araf ayat 5)

“Dalam kegiatan di alam terbuka ada2 faktor yang mengamcam keselamatan
juwa, Objective Danger dan Subjective Danger yaitu bahaya yang data ng dari diri
sendiri dan bahaya yang tidak dapat diramalkan yang datang dari alam itu sendiri.
Menjadi suatu kewajiban bagiku sebagai penggiat kegiatan di alam terbuk, bahwa
Subjective Danger harus dibuat sekecil mungkin, bahkan kalau bisa dihilangkan.”

(Djukardi ‘Bongkeng’ Adriana, Penggiat Kegiatan Alam Bebas Indonesia)
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RINGKASAN

“MEKANISME PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH SEBAGAI
PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN
NOMOR 138/PUU-VII/2009)” Benny Mardian, 080710191117, 2012: 72
halaman; Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam perkembangannya;” kewenangan. MK dalam melakukan uji
peraturan perundangan telah diperluas, tidak -saja. sebatas menguji Undang-
Undang terhadap UUD, ‘namun juga menguji' Peraturan Pemerintah Sebagai
Pengganti® Undang-Undang (Perpu) terhadap. Undang-Undang Dasar. Adalah
Putusan  Nomor 138/PUU-VII/2009 yang 'dalam _konklusinya ' hukumnya
menegaskan kewenangan baru ini. Dengan demikian, selain berwenang menguji
Undang-Undang sebagai produk hukum bentukan DPR dan Presiden, MK juga
memiliki ' kewenangan untuk menguji Perpu -sebagai produk hukum buatan
Presiden, produk hukum mana'yang dari bentuknya adalah Peraturan Pemerintah,
namun dari muatannyaadalah muatan UU. Dipandang dari optik hukum tata
negara, putusan MK ini tentu menarik terkait fakta bahwa tak'ada sumber hukum
tata negara tertulis . manapun termasuk UUD.. 1945 yang secara eksplisit
menyatakan bahwa MK berwenang menguji Perpu terhadap UUD.

Permasalahan- yang timbul “dari~penulisan-ini ‘adalah (1) Apa dasar
pertimbangan (ratio decidendi) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam
putusannya Nomor 138/PUU-VII/2009; (2) Bagaimana mekanisme pelaksanaan
pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (judicial review) di
Mahkamah Konstitusi.

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini secara khusus adalah Untuk
mengetahui dasar pertimbangan  (Ratio Decidendi) Mahkamah ~Konstitusi
Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 138/PUU-VII/2009, yang dalam

amar putusannya menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
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Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif,
yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam
hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji beberapa aturan hukum
yang bersifat formil yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun:2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dan peraturan lain
serta literatur yang' berisi-konsep teoritis yang-kemudian dihubungkan dengan
permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini:

Metode pendekatan masalah yang digunakan penulis® dalam penulisan
skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dengan menelaah
semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang
sedang ditangani; pendekatan konsep (conseptual approarch) adalah suatu
pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan  dan doktin-doktrin yang
berkembang dalam ilmu hukum sehingga dengan mempelajarinya penulis dapat
menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum
dan asas-asas hukum yang televan dengan isu-yang dihadapi; dan pendekatan
kasus (case aproarch) adalah suatu pendekatan. yang dilakukan dengan cara
melakukan telaah terhadap. kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan
hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Pembahasan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai
pengujian perpu yang mana pada tanggal 21 Oktober 2009, 13 orang pengacara
menyatakan bahwa PERPU Nomer 4 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD
1945, mereka mengajukan uji formil dan materiil PERPU a quo kepada
Mahkamah Konstitusi yang mana permhonan pengujian itu diregistrasi dengan
nomor perkara 138/PUU-VII/2009 pada tanggal 21 Oktober 2009. Namun dalam
amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan para

pemohon tidak diterima karena menurut pendapat Mahkamah Konstitusi Pemohon
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tidak memiliki legal standing karena para pemohon tidak ' dirugikan hak
konstitusionalnya oleh PERPU Nomer 4 Tahun 2009.

Namun, putusan tersebut menjadi unik ketika dalam konklusinya MK
menyatakan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Perpu
terhadap UUD. Dikatakan unik karena kewenangan menguji Perpu terhadap UUD
1945 adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam persidangan pengujian
undang-undang terlebih mengingat kewenangan MK untuk menguji Perpu sama
sekali tidak secara eksplisit tercantum.dalam UUD 1945, maupun UU organik
yang bersangkut paut dengan kewenangan MK.

Kesimpulansdari penulisan skripsi ini adalah Yurisprudensi atau bisa kita

sebut sebagai keputusan hakim yang terdahulu memang dapat dijadikan pedoman

oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan suatu perkara yang sama, begitu pula dengan
Putusan Mahkamah, Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 ini. dapat dijadikan

sumber hukum formal bagi hakim-hakim mahkamah konstitusi untuk dijadikan
pedoman atau acuan dalam menghadapi permasalahan yang sama di masa yang
akan datang. Dalam putusan tersebut meskipun amar putusannya menyatakan
permohonan para pemohon. tidak diterima akan .tetapi dalam konklusinya
menyatakan bahwa. mahkamah konstitusi: berwenang untuk menguji perpu
terhadap’ UUD 1945. "Dengan .adanya putusan .tersebut menunjukkan bahwa
terdapat hukum positif baru yang ditambahkan dalam kewenangan mahkamah
konstitusi yaitu juga berwenang.menguji perpu terhadap UUD 1945 meskipun
dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat(1) UU No. 24 tahun 2003
yang telah dirubah dengan UU No.l8 .tahun 2011 adalah menyebutkan
kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya melakukan pengujian suatu Undang-

Undang terhadap Undang-Undang Dasar saja.
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